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WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3831);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);



Menetapkan

22,

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450);

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Mataram Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019
Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019
Nomor 2 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

(1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan SAL;

laporan operasional;

laporan perubahan Ekuitas;

neraca;

laporan arus kas; dan

catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.
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Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.462.795.712.980,15
b. Belanja dan transfer Rp. 1.449.112.047.541,41
c. Surplus (a-b) Rp. 13.683.665.438,74
Penerimaan Pembiayaan Rp. 105.088.713.887,65

: Pengeluaran Pembiayaan Rp. 11.820.000.000,00
f. Pembiayaan Netto (d-e) Rp. 93.268.713.887,65

g. (Silpa) Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 106.952.379.326,39
Anggaran Tahun Berjalan (c + f)
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

a. Realisasi pendapatan dibandingkan dengan anggaran
mencapai 99,10% dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan Rp. 1.462.795.712.980,15
2. Anggaran pendapatan setelah
perubahan Rp. 1.476.066.007.660,00

b. Realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran mencapai
92,82% dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi belanja Rp. 1.449.112.047.541,41
2. Anggaran belanja setelah
perubahan Rp. 1.561.167.913.292,05

c. Realisasi surplus/defisit dibandingkan dengan anggaran
mencapai (16,08%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Surplus/defisit Rp. 13.683.665.438,74
2. Anggaran Surplus/defisit
setelah perubahan Rp. (85.101.905.632,05)

d. Realisasi penerimaan pembiayaan dibandingkan dengan
anggaran mencapai 107,67% dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan Rp. 105.088.713.887,65
pembiayaan

2. Anggaran penerimaan Rp. 97.599.405.632,05
pembiayaan setelah
perubahan



e. Realisasi pengeluaran pembiayaan dibandingkan dengan
anggaran mencapai 94,58% dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi pengeluaran Rp. 11.820.000.000,00
pembiayaan
2. Anggara pengeluaran Rp. 12.497.500.000,00

pembiayaan setelah
perubahan

f. Realisasi pembiayaan neto dibandingkan dengan anggaran
mencapai 109,60% dengan rincian sebagai berikut :
1. Realisasi pembiayaan neto Rp. 93.268.713.887,65

2. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 85.101.905.632,05

g. Sisa Lebih / kurang Pembiayaan
Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 106.952.379.326,39

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2019
sebagai berikut :

a.
b.

Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan

Sub total (a+b)
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan
Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sub Total (b+c)
Koreksi Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir (c+d)

Pasal 5

Rp. 105.088.713.887,65

Rp. 105.088.713.887.65
Rp. 0,00

Rp. 106.952.379.326,39
Rp. 106.952.379.326,39
Rp. 0,00
Rp. 106.952.379.326,39

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf ¢ per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a

b
¢
d
e

. Jumlah Pendapatan- LO

. Jumlah Beban

. Surplus/Defisit dari Operasi (a-b)
. Beban Luar Biasa

. Surplus/Defisit LO (c-d)

Rp.1.473.008.245.451,31
Rp.1.282.811.824.572,01

Rp. 190.196.420.879,30
Rp. 54.203.298.00

Rp. 190.142.217.581,30



Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a.
b.
i

Jumlah Ekuitas Awal Rp.3.059.574.482.980,83
Surplus/Defisit-LO Rp 190.142.217.581,30
Dampak Komulatif Perubahan
Kebijakan Kesalahan Mendasar

1. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Rp. 0,00

2. Koreksi Ekuitas lainnya Rp. 40.633.489.206,86

Ekuitas Akhir (a+b+c) Rp. 3.290.350.189.768,99
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per
31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 3.361.542.511.781,16

b. Jumlah Kewajiban Rp. 71.192.322.012,17

c. Jumlah Ekuitas (a-b) Rp. 3.290.350.189.768,99
Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 rinciannya sebagai

berikut:
a. Aset lancar Rp. 192.012.094.145,82
b. Investasi jangka Panjang Rp. 240.147.997.676,43
c. Aset Tetap Rp. 2.630.834.557.838,97
d. Aset lainnya Rp. 298.547.862.119,94
Jumlah Aset (a+b+c+d) Rp. 3.361.542.511.781,16
e. Kewajiban Jangka Pendek Rp. 71.085.655.345,50
f. Kewajiban Jangka Panjang Rp. 106.666.666,67
Jumlah Kewajiban (e+f) Rp. 71.192.322.012,17
g. Ekuitas Rp. 3.290.350.189.768.,99

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp. 3.361.542.511.781,16

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
tahun 2019 sebagai berikut :



a. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 345.143.614.397,48
b. Arus kas dari aktivitas investasi Rp.(331.459.948.958,74)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. (11.820.000.000,00)
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp. (7.791.785.567,25)
e. Kenaikan/(Penurunan) bersih

selama Periode (a+b+c+d) Rp. (5.928.120.128,51)
f. Saldo awal kas di BUD per 1

Januari Tahun 2019 Rp. 114.483.236.054,55
g. Saldo kas akhir per 31 Desember

tahun 2019 (e+f) Rp. 108.555.115.926,04

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 11

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
terdiri dari :
a. laporan kinerja; dan
b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.



‘SEKRETARIS DAERAH

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Juli 2020

V‘WALIKOTA TARAM?

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Juli 2020
TA MATARAM,

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 1 SERIA

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR 18 TAHUN 2020.
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